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ABSTRAK

Integrasi TikTok Shop dan Tokopedia menciptakan hubungan hukum yang
diatur melalui kontrak baku digital dengan skema komisi berbasis kinerja.
Namun, model kerja sama ini menimbulkan persoalan hukum berupa
ketidakjelasan hak dan kewajiban, ketimpangan posisi tawar, kewenangan
sepihak platform, ketidakpastian pembayaran komisi, serta indikasi garar
dan tadlts dalam praktik promosi dan afiliasi. Penelitian ini mengkaji
bagaimana keadilan kontraktual tercermin dalam model kerja sama tersebut
menurut perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat
preskriptif-analitis, menggunakan pendekatan perundang-undangan,
konseptual, dan legal content analysis terhadap dokumen Terms of Service,
Affiliate Agreement, serta kebijakan monetisasi platform. Kerangka teori
mencakup teori akad dan ju'alah, konsep kontrak baku dan perlindungan
konsumen, serta pendekatan integrasi prinsip hukum positif dan hukum
Islam dalam kontrak digital. Legal content analysis diterapkan untuk
mengevaluasi  struktur klausula kontraktual guna mengidentifikasi
ketimpangan hak, dan kesesuaiannya dengan prinsip keadilan serta magasid
syari'ah, Khususnya hifz al-mal dan larangan garar dan radlis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model kerja sama tiga pihak
antara TikTok, Tokopedia, dan konten kreator masih mengandung
ketimpangan substantif. Platform memiliki kontrol dominan dalam
penetapan komisi, kebijakan penalti, dan perubahan ketentuan secara
sepihak tanpa ruang negosiasi, sehingga berpotensi bertentangan dengan
asas keseimbangan dan perlindungan konsumen dalam hukum positif. Dari
perspektif hukum Islam, struktur kerja sama tersebut belum sepenuhnya
memenuhi syarat akad yang menuntut kejelasan dan keadilan, serta masih
mengandung unsur garar yang dapat merugikan salah satu pihak. Penelitian
ini merekomendasikan perumusan model kontrak tiga pihak yang
transparan, proporsional, dan setara untuk mewujudkan struktur kerja sama
digital yang memenuhi kepastian hukum dan sejalan dengan prinsip
keadilan syariah.

Kata kunci: Kerja Sama Digital, Keadilan Kontraktual, Legal Content
Analysis, Magasid Syari'ah.



ABSTRACT

The integration of TikTok Shop and Tokopedia creates legal relationships
regulated through digital standard form contracts with performance-based
commission schemes. However, this collaborative model raises legal issues,
including ambiguity of rights and obligations, imbalanced bargaining
positions, unilateral authority of platforms, uncertainty in commission
payments, and indications of garar (uncertainty) and tadlis (fraud) in
promotional and affiliate practices. This research examines how contractual
justice is reflected in such collaborative arrangements from the perspectives
of positive Indonesian law and Islamic law.

This research is a normative legal study with a prescriptive-analytical
nature, employing statutory, conceptual, and legal content analysis
approaches regarding Terms of Service, Affiliate Agreements, and platform
monetization policies. The theoretical framework includes contract and
Ju'alah theory, concepts of standard form contracts and consumer protection,
and an integrated approach combining positive law and Islamic legal
principles in digital contracts. Legal content analysis is applied to evaluate
contractual clause structures to identify rights imbalances and compliance
with principles of justice and maqasid syari'ah, particularly the principle of
hifz al-mal (protection of property) and prohibitions of garar and tadlis.

The results indicate that the tripartite collaborative model between
TikTok, Tokopedia, and content creators still contains substantive inequality.
Platforms hold dominant control in setting commissions, penalty policies, and
unilateral changes to terms without negotiation, potentially conflicting with
principles of balance and consumer protection in positive law. From an
Islamic legal perspective, the structure of cooperation does not fully meet the
requirements of contracts demanding clarity and fairness, and still contains
elements of garar that could harm one party. This study recommends the
formulation of a transparent, proportional, and equitable tripartite contract
model to realize a digital cooperation structure that fulfills legal certainty and
aligns with the principles of Islamic justice.

Keywords: Digital Collaboration, Contractual Justice, Legal Content
Analysis, Magdasid Syari'ah.
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PENDAHULUAN
Teknologi digital telah mengubah secara signifikan pola interaksi
dan mekanisme transaksi ekonomi modern, termasuk munculnya
model kerja sama antara platform e-commerce, penyedia layanan
media sosial, dan konten kreator sebagai aktor penting dalam
ekosistem perdagangan elektronik. Kolaborasi digital ini tidak
hanya membuka peluang ekonomi dan kreativitas, tetapi juga
menghadirkan tantangan hukum terkait kejelasan hak dan
kewajiban, transparansi komisi, ketimpangan posisi tawar, serta
potensi garar dan tadirs dalam praktik promosi dan pemasaran.
Dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, isu-isu
tersebut memerlukan kajian kritis untuk memastikan tercapainya
prinsip keadilan, perlindungan konsumen, dan kepastian hukum

bagi seluruh pihak.

A. Latar Belakang

Kemajuan ekonomi digital dalam dua dekade terakhir telah
melahirkan bentuk-bentuk hubungan hukum baru yang tidak
sepenuhnya dapat dijelaskan oleh  konstruksi  kontrak
konvensional. Platform digital tidak lagi sekadar berfungsi
sebagai perantara teknologi, melainkan telah menjadi aktor utama
dalam pembentukan, pengendalian, dan pelaksanaan hubungan
kerja sama komersial antara berbagai pihak. Dalam konteks ini,
kontrak kerja sama digital kerap disusun secara sepihak oleh



platform melalui mekanisme terms and conditions yang bersifat
baku, sehingga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai
keadilan kontraktual dan keseimbangan posisi para pihak.

Fenomena tersebut semakin kompleks ketika model kerja
sama digital melibatkan lebih dari dua subjek hukum, seperti
dalam integrasi platform media sosial dan e-commerce yang
melibatkan platform, pelaku usaha, dan konten kreator. Kerja
sama antara TikTok dan Tokopedia, misalnya, menghadirkan
skema bisnis baru di mana konten kreator berperan sebagai
penghubung promosi yang secara langsung memengaruhi
transaksi perdagangan elektronik. Namun, peran strategis
tersebut tidak selalu diikuti dengan posisi tawar yang seimbang
dalam kontrak kerja sama yang mengikat mereka.t

Konten kreator dalam ekosistem digital sering Kkali
ditempatkan sebagai “mitra”, tetapi secara faktual tunduk pada
kontrak baku yang ditetapkan sepihak oleh platform. Klausula-
klausula terkait komisi, pemutusan kerja sama, perubahan
kebijakan sepihak, serta pembatasan tanggung jawab platform
menunjukkan adanya potensi ketimpangan struktural dalam
hubungan kontraktual. Kondisi ini menimbulkan persoalan

apakah relasi tersebut benar-benar mencerminkan asas kebebasan

1 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas
dalam Kontrak Komersial (Jakarta: Kencana, 2010), him. 23-25.



berkontrak yang berkeadilan atau justru memperlihatkan
dominasi ekonomi dan hukum oleh platform digital.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, asas keadilan
kontraktual menempati posisi fundamental sebagaimana
tercermin dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, yang menekankan kesepakatan bebas
dan pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik. Selain itu,
Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur
larangan klausula baku yang meniadakan atau mengurangi hak
pihak tertentu secara sepihak. Namun, penerapan norma-norma
tersebut dalam konteks kontrak digital multi-pihak masih
menghadapi tantangan konseptual dan praktis.

Permasalahan menjadi semakin signifikan ketika kontrak
kerja sama digital tersebut dianalisis dalam perspektif hukum
Islam. Prinsip keadilan, keseimbangan (fawazun), dan kejelasan
(bayan) merupakan asas utama dalam fikih muamalah. Setiap
akad pada dasarnya harus bebas dari unsur garar (ketidakpastian
berlebihan), tadiis (penipuan), dan ketimpangan yang merugikan
salah satu pihak.® Oleh karena itu, kontrak kerja sama digital yang
disusun secara sepihak dan sulit dipahami secara utuh oleh konten

kreator patut diuji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip tersebut.

2 Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian
Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), him. 67-70.

% Wahbah al-Zuhayli, Al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz 1V (Beirut:
Dar al-Fikr, 1985), him. 8-10.



Dalam praktiknya, kontrak kerja sama antara platform
digital dan konten kreator sering kali memuat klausula yang
bersifat abstrak, fleksibel sepihak, dan bergantung pada kebijakan
internal platform yang dapat berubah sewaktu-waktu. Hal ini
menimbulkan potensi garar karena objek akad, hak, dan
kewajiban para pihak tidak sepenuhnya pasti. Dalam literatur
fikih, akad yang mengandung ketidakjelasan substansial
berpotensi menyalahi prinsip al-ridha bayna al-tharafayn yang
menuntut adanya kerelaan berdasarkan pemahaman yang utuh.*

Selain itu, penempatan konten kreator sebagai pihak yang
menanggung sebagian besar risiko ekonomi tanpa adanya
jaminan perlindungan yang seimbang juga menunjukkan adanya
persoalan keadilan distributif. Dalam hukum Islam, akad kerja
sama seperti ju ‘alah atau wakalah bi al-ujrah menuntut kejelasan
imbalan dan pembagian risiko yang proporsional. Ketika
platform mempertahankan hak dominan untuk mengubah skema
komisi atau menghentikan kerja sama secara sepihak, maka
prinsip keadilan substantif patut dipertanyakan.®

Di sisi lain, hukum positif Indonesia juga belum secara
spesifik mengatur model kerja sama digital tiga pihak yang

melibatkan platform, marketplace, dan konten kreator. Regulasi

4 Yusuf al-Qaradawi, Figh al-Mu ‘amalat al-Maliyyah (Kairo: Dar al-
Shurtig, 2001), hlm. 149-151.

> Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik
(Jakarta: Gema Insani, 2001), him. 101-103.



perdagangan melalui sistem elektronik lebih banyak menekankan
aspek transaksi antara pelaku usaha dan konsumen, sementara
posisi konten kreator sebagai subjek hukum dalam hubungan
kerja sama digital masih berada dalam wilayah abu-abu.
Kekosongan normatif ini membuka ruang terjadinya praktik
kontraktual yang berpotensi tidak adil.®

Ketiadaan model kontrak kerja sama yang baku dan
berkeadilan juga menyebabkan lemahnya perlindungan hukum
bagi konten kreator ketika terjadi sengketa. Dalam banyak kasus,
mekanisme penyelesaian sengketa sepenuhnya dikendalikan oleh
platform melalui forum pilihan dan hukum pilihan yang telah
ditentukan secara sepihak. Hal ini bertentangan dengan prinsip
akses keadilan (access to justice) yang merupakan bagian integral
dari negara hukum.®

Berdasarkan kondisi tersebut, keadilan kontraktual
menjadi isu sentral yang tidak dapat diabaikan dalam
pengembangan ekonomi digital. Keadilan kontraktual tidak
hanya dimaknai sebagai  kesetaraan  formal dalam
penandatanganan kontrak, tetapi juga sebagai keseimbangan
substansial dalam pembagian hak, kewajiban, dan risiko.

Perspektif ini menuntut analisis yang tidak hanya normatif, tetapi

6 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar
(Yogyakarta: Liberty, 2009), him. 112.



juga kritis terhadap struktur kekuasaan dalam hubungan kerja
sama digital.

Dalam kerangka hukum Islam, keadilan kontraktual juga
berkaitan erat dengan tujuan syariat (magasid syari‘ah),
khususnya dalam menjaga harta (hifz mal) dan mencegah
kezaliman. Akad yang secara formal sah tetapi secara substantif
merugikan salah satu pihak bertentangan dengan ruh keadilan
yang menjadi tujuan utama hukum Islam. Oleh karena itu,
integrasi analisis hukum positif dan hukum Islam menjadi penting
untuk merumuskan model kerja sama yang tidak hanya sah secara
hukum, tetapi juga adil secara moral dan sosial.’

Penelitian ini memandang bahwa persoalan utama dalam
kerja sama digital antara TikTok, Tokopedia, dan konten kreator
bukan terletak pada keberadaan kontrak itu sendiri, melainkan
pada struktur dan substansi kontrak yang belum sepenuhnya
mencerminkan keadilan kontraktual. Dengan demikian, fokus
penelitian diarahkan pada analisis model kerja sama dan klausula
kontrak baku yang mengatur relasi para pihak, serta implikasinya
terhadap prinsip keadilan dalam hukum positif dan hukum Islam.®

Melalui pendekatan hukum normatif dengan analisis

kontrak dan asas-asas hukum, penelitian ini berupaya menguji

7 Jasser Auda, Magasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law
(London: HIT, 2008), him. 75-77.

8 Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), him. 41.



sejauh mana kontrak kerja sama digital tersebut memenuhi
prinsip keadilan kontraktual. Selain itu, penelitian ini juga
bertujuan untuk merumuskan model kerja sama dan desain
kontrak yang lebih adil, transparan, dan berimbang, sehingga
dapat memberikan perlindungan hukum yang proporsional bagi
seluruh pihak yang terlibat.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi teoritis dalam pengembangan konsep keadilan
kontraktual dalam ekonomi digital, serta kontribusi praktis
berupa rekomendasi model kontrak kerja sama digital yang
relevan dengan perkembangan teknologi, kebutuhan bisnis, dan

nilai-nilai keadilan dalam hukum positif dan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut di atas,
maka pokok permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai
berikut:

1. Bagaimana struktur hubungan hukum dan karakteristik
kontrak kerja sama digital antara TikTok, Tokopedia, dan
konten kreator ?

2. Apakah kontrak baku kerja sama digital tersebut telah
mencerminkan keadilan kontraktual ditinjau dari perspektif

hukum positif dan hukum Islam?



3. Bagaimana model kontrak kerja sama digital yang adil dan
berimbang dapat dirumuskan berdasarkan prinsip hukum

positif dan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah penulis sampaikan
sebelumnya, maka tujuan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai
berikut:

1. Menganalisis struktur hubungan hukum dan model kerja
sama digital antara TikTok, Tokopedia, dan konten kreator
dalam perspektif hukum positif Indonesia, khususnya
terkait kontrak baku dan ketentuan perdagangan melalui
sistem elektronik.

2. Mengkaji keadilan kontraktual dalam model kerja sama
digital tersebut berdasarkan perspektif hukum Islam,
dengan menitikberatkan pada aspek akad, kejelasan hak dan
kewajiban para pihak, serta potensi garar dan radlis.

3. Merumuskan model kontrak kerja sama digital yang adil
dan berimbang sesuai dengan prinsip hukum positif dan
hukum Islam.

Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan Teoretis
Memberikan kontribusi pengembangan kajian hukum bisnis dan

ekonomi syariah, khususnya mengenai keadilan kontraktual



dalam kerja sama digital dan praktik social commerce lintas
platform.
2. Kegunaan Praktis
a. Bagi Pemerintah dan Regulator Sebagai bahan
pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan regulasi
perdagangan elektronik yang berkeadilan.
b. Bagi Pelaku Usaha (TikTok, Tokopedia, dan Konten
Kreator)
Sebagai acuan dalam penyusunan kontrak kerja sama
digital yang adil, transparan, dan proporsional.
c. Bagi Masyarakat dan Konsumen Meningkatkan
pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam transaksi

social commerce.

D. Telaah Pustaka

Studi mengenai kontrak baku, perlindungan konsumen, dan akad
dalam muamalah digital memang telah banyak dilakukan.
Namun, kajian yang terfokus pada model kerja sama multi-
platform seperti TikTok Tokopedia dengan melibatkan konten
kreator sebagai pihak ketiga masih jarang ditemukan. Sebagian
besar penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti aspek jual beli
online, akad salam, ataupun aspek perlindungan konsumen secara
umum, bukan pada afiliasi atau bagi hasil yang terjadi di dalam
ekosistem media sosial. Penulis membagi telaah pustaka ini

dalam empat bagian sebagai berikut:
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1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kontrak Kerja Sama

Penelitian Silvia Mega berjudul “Implementasi Affiliate
Marketing pada Platform TikTok dalam Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah”.® Penelitian Rima Alifa Sirri Azizah dan
Silvia Anggraini berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap
Transaksi Kerja Sama Program Afiliasi Shopee”.1° Penelitian
M. Taufiqg Zam Zami dan Faza Noftiana mengenai “Tinjauan
Hukum Islam terhadap Kerja Sama Earn Money Maker
CapCut”.! Penelitian Najib Maulana Alfikri bertajuk
“Kontroversi TikTok Shop Perspektif Hukum Ekonomi
Syariah”.*2 Penelitian Saiful Bahri “Akad Kontemporer dalam

Transaksi  Digital”®®.  Penelitian ~ Zainuddin  berjudul

9 Silvia Mega, Implementasi Affiliate Marketing pada Platform
TikTok dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ( Tesis, Program Magister
Ilmu Syariah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

10 Rima Alifa Sirri Azizah dan Silvia Anggraini, “Tinjauan Hukum
Islam terhadap Transaksi Kerja Sama Program Afiliasi Shopee,” JISYAKU
Vol. 4, No. 1 (2025).

11 M. Taufiq Zam Zami dan Faza Noftiana, “Tinjauan Hukum Islam
terhadap Kerja Sama Earn Money Maker CapCut,” International Journal of
Islamic Studies Afkaruna (2024).

12 Najib Maulana Alfikri, "Kontroversi TikTok Shop Perspektif
Hukum Ekonomi Syariah," Jurnal UMS, Vol. 10, No. 2 (Surakarta, 2024).

13 Saiful Bahri, "Akad Kontemporer dalam Transaksi Digital,” Jurnal
Kalimedia, Vol. 5, No. 1 (Yogyakarta, 2020).
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“Influencer Marketing dalam Perspektif Hukum Ekonomi
Syariah”.!4

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, dapat
dipahami bahwa kajian mengenai kerja sama digital dalam
perspektif hukum Islam secara umum menyoroti keabsahan
akad berdasarkan kejelasan komisi, transparansi peran kreator,
serta larangan garar dan zadlis dalam kegiatan promosi. Semua
penelitian tersebut sepakat bahwa meskipun media dan model
kerjasama berbeda, prinsip dasar akad syariah tetap wajib
dipenuhi, yaitu adanya kerelaan, kejelasan, dan kejujuran para
pihak. Namun demikian, penelitian-penelitian terdahulu masih
membahas hubungan kerja sama yang bersifat dua pihak
misalnya kreator dengan merchant atau kreator dengan
platform sehingga belum secara komprehensif mengkaji
model kerja sama tiga pihak seperti TikTok sebagai platform
promosi, Tokopedia sebagai platform transaksi, dan kreator
sebagai pelaksana pemasaran konten. Celah inilah yang
menegaskan perlunya penelitian khusus untuk menilai
bagaimana ketentuan akad, kewajiban para pihak, dan potensi
garar atau ketidakjelasan muncul dalam skema kerja sama tiga
pihak tersebut ketika dilihat dari perspektif hukum Islam.

2. Perlindungan Hukum dalam Kerja Sama Digital

14 Zainuddin, “Influencer Marketing dalam Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah,” Jurnal Muamalat Vol. 17, No. 2 (2022).
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Penelitian Rauzatul Nisa, Sulaiman, dan Sofyan Jafar berjudul
“Perlindungan Hukum Perjanjian Endorsement”.'® Penelitian
Vernanda Diah Pitaloka dan Noor Fatimah Mediawati
mengenai “Skema Perjanjian TikTok Sebelum dan Sesudah
Akuisisi Tokopedia”.®* Penelitian Edwina Kesdimeiza
Sukmaningrum dan Indah Parmitasari berjudul “Potential
Abuse of Dominant Position by TikTok Shop Post
Acquisition”.*” Penelitian Diouf Dihyan Gantari Munif dan Sri
Bakti Yunari mengenai “Analisis Yuridis Penerapan TikTok

Shop”.*® Penelitian Ni Nengah Werdhyasari, “Perlindungan

Konsumen dalam Kontrak Baku E-Commerce Lintas Negara

15 Rauzatul Nisa, Sulaiman, dan Sofyan Jafar, “Perlindungan Hukum
Perjanjian Endorsement,” Jurnal limiah Mahasiswa JIM-FH Vol. 1, No. 1
(2024).

16 \/ernanda Diah Pitaloka dan Noor Fatimah Mediawati, “Skema
Perjanjian TikTok Sebelum dan Sesudah Akuisisi Tokopedia,” Jurnal UMS
Vol. 1, No. 1 (2024).

17 Edwina Kesdimeiza Sukmaningrum dan Indah Parmitasari,
“Potential Abuse of Dominant Position by TikTok Shop Post Acquisition,”
Journal of Private and Commercial Law Vol. 1, No. 1 (2024).

18 Diouf Dihyan Gantari Munif dan Sri Bakti Yunari, “Analisis
Yuridis Penerapan TikTok Shop,” Jurnal Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1,
No. 1 (2024).
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di Indonesia”.!® Tbnu Hakim, “Peran Hukum Islam dalam
Menjaga Keadilan Transaksi Online,”.?

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, dapat
disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap kreator
dalam kerja sama digital masih sangat lemah karena hampir
semua penelitian menunjukkan adanya ketidakseimbangan
posisi tawar, penerapan kontrak baku, ketidakjelasan tanggung
jawab platform, dan risiko penyalahgunaan posisi dominan
oleh pemilik platform. Penelitian terdahulu juga menunjukkan
bahwa ketika platform memiliki kekuasaan penuh atas
algoritma dan akses distribusi konten, kreator berada dalam
hubungan yang subordinatif sehingga berpotensi dirugikan
secara ekonomi. Namun demikian, seluruh penelitian tersebut
hanya membahas kerja sama dua pihak dan belum secara
mendalam mengkaji perlindungan hukum dalam skema kerja
sama tiga pihak yaitu TikTok sebagai platform promosi,
Tokopedia sebagai platform transaksi, dan kreator sebagai
pelaksana pemasaran digital. Dengan demikian, penelitian
mengenai perlindungan hukum kreator dalam model kerja

sama tiga pihak TikTok - Tokopedia - kreator masih sangat

19 Ni Nengah Werdhyasari, Perlindungan Konsumen dalam Kontrak
Baku E-Commerce Lintas Negara di Indonesia (Tesis, Program Magister
Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013).

20 Ibnu Hakim, “Peran Hukum Islam dalam Menjaga Keadilan
Transaksi Online,” Jurnal Al-Ahkaam Vol. 4, No. 1 (2022).
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diperlukan untuk menilai tanggung jawab hukum, perjanjian
elektronik, serta hak dan kewajiban para pihak secara
komprehensif.
3. E-Commerce TikTok - Tokopedia
Penelitian Kholifatul Muna dan Budi Santoso berjudul
“Regulation of TikTok Shop Trading License”.?! Penelitian
Elsa Netania dkk. berjudul “Kemitraan TikTok Shop dan
Tokopedia”.?? Penelitian Nurul Muslimah berjudul “Analisis
Yuridis Terhadap Integrasi TikTok Shop dan Tokopedia Pasca
Pelarangan Social Commerce”.? Penelitian Idul Adnan, dkk.,
“Akad Salam dalam Jual Beli Online (Studi Kasus E-
Commerce Tokopedia),”.?* Penelitian Siti Kotimah, “Tinjauan
Hukum Islam terhadap Sistem Komisi TikTok Affiliate”.?
Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, dapat

dipahami bahwa kajian mengenai e-commerce TikTok—

21 Kholifatul Muna dan Budi Santoso, “Regulation of TikTok Shop
Trading License,” USM Law Review Vol. 7, No. 1 (2024), him. 412.

22 Flsa Netania dkk., “Kemitraan TikTok Shop dan Tokopedia,”
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 1, No. 1 (2025).

23 Nurul Muslimah, Analisis Yuridis Terhadap Integrasi TikTok Shop
dan Tokopedia Pasca Pelarangan Social Commerce (Tesis, Program Magister
llmu Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).

24 1dul Adnan dkk., “Akad Salam dalam Jual Beli Online (Studi Kasus
E-Commerce Tokopedia),” Jurnal Al-Balad Vol. 14, No. 2 (2022).

2 Siti Kotimah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Komisi
TikTok Affiliate” (Tesis, Program Magister llmu Syariah, UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2023).
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Tokopedia masih berfokus pada aspek regulasi, izin
operasional, dan dampak integrasi terhadap pasar digital,
sementara aspek hubungan kerja sama dengan kreator belum
diteliti secara komprehensif. Berbagai penelitian menegaskan
bahwa integrasi TikTok Shop ke Tokopedia merupakan
bentuk kepatuhan administratif, namun belum menyelesaikan
persoalan mendasar seperti transparansi perjanjian, tanggung
jawab hukum, sistem komisi, dan mekanisme penyelesaian
sengketa bagi kreator. Selain itu, penelitian terdahulu belum
menelaah secara rinci bagaimana model kerja sama tiga pihak
TikTok sebagai platform distribusi konten, Tokopedia sebagai
platform transaksi, dan kreator sebagai pemasar beroperasi
secara hukum. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk
mengisi kekosongan literatur dengan menilai bagaimana e-
commerce TikTok Tokopedia membentuk pola kerja sama
baru yang berdampak pada kedudukan hukum kreator dalam
ekosistem digital Indonesia.

4. Keterlambatan komisi afiliasi TikTok pasca integrasi

Tokopedia
Penelitian Muhammad Satar dan Astri C. Rezky berjudul

“Implementasi Prinsip Syariah dalam Digital Marketing”.?®

%6 Muhammad Satar dan Astri C. Rezky, “Implementasi Prinsip
Syariah dalam Digital Marketing,” Vifada Management and Digital Business
Vol. 1, No. 1 (2025).
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Penelitian Isma Azis Riu berjudul “Pengaruh TikTok Affiliate
terhadap Keputusan Pembelian”.?” Penelitian 1. D. Humairoh
and M. Rosmiawati pada Tahun 2023 yang berjudul "
Problematika Normatif dalam Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 31 Tahun 2023 Terkait Larangan Social Commerce
pada Tiktok Shop".28 M.C. Kwan berjudul "The Use of Tiktok
Affiliate Marketing for e-Commerce and Online Business".?
penelitian Terakhir oleh V.S. Purborini berjudul "Legal
Analysis of the Parties Partnership Agreement in the TikTok
Affiliate Program™.%

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, dapat
dipahami bahwa kajian mengenai etika bisnis digital
menempatkan kejujuran, keterbukaan informasi, keadilan, dan
perlindungan konsumen sebagai inti dari praktik pemasaran

dan kerja sama di platform digital. Semua penelitian

2" Isma Azis Riu, “Pengaruh TikTok Affiliate terhadap Keputusan
Pembelian,” Maximal Journal Vol. 1, No. 1 (2024).

28 1. D. Humairoh dan M. Rosmiawati, “Problematika Normatif dalam
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Terkait Larangan
Social-Commerce pada Tiktok Shop,” Jurnal Hukum Vol. 5, No. 1 (2023).

2 M. C. Kwan, “The Use of TikTok Affiliate Marketing for e-
Commerce and Online Business,” Jurnal Adijaya Multidisplin Vol. 1, No. 1
(Februari 2023).

30 Vivi Sylvia Purborini, “Legal Analysis of the Parties Partnership
Agreement in the TikTok Affiliate Program,” Jurnal Hukum Vol. 1, No. 1
(2023).
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menunjukkan bahwa kerja sama dalam ekonomi kreator harus
dibangun atas prinsip transparansi, larangan manipulasi, dan
penghargaan terhadap nilai moral dalam bisnis. Namun
demikian, penelitian-penelitian sebelumnya belum membahas
secara spesifik bagaimana etika bisnis diterapkan dalam model
kerja sama tiga pihak yang melibatkan TikTok sebagai
platform distribusi konten, Tokopedia sebagai penyedia
transaksi, dan konten kreator sebagai pihak yang melakukan
promosi. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting
untuk menilai sejaun mana etika bisnis diterapkan dan
bagaimana nilai-nilai keadilan, kejujuran, serta keterbukaan
dapat diintegrasikan ke dalam pola kerja sama tersebut dalam
konteks hukum positif dan hukum Islam.

Telaah pustaka menunjukkan bahwa penelitian terdahulu
mengenai kerja sama dalam platform digital masih memiliki
keterbatasan yang signifikan. Kajian sebelumnya umumnya
berfokus pada hubungan bilateralseperti relasi antara pelaku
usaha dan konsumen, kreator dan platform, atau penjual dan
penyelenggara layanan digital sehingga belum menyentuh
kompleksitas model kerja sama tiga pihak sebagaimana terjadi
dalam integrasi TikTok dan Tokopedia. Selain itu, penelitian
terdahulu lebih banyak menyoroti isu kontrak baku, keadilan
kedudukan para pihak, dan perlindungan konsumen, namun

belum menguraikan secara sistematis pembagian tanggung jawab
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hukum, mekanisme penyelesaian sengketa, serta implikasi
integrasi dua platform raksasa terhadap hak dan kepentingan
konten kreator. Aspek-aspek krusial seperti transparansi komisi,
potensi keterlambatan pembayaran, serta pengaruh algoritma
terhadap performa komersial kreator juga belum banyak
dieksplorasi, padahal memiliki dampak langsung terhadap
kepastian hukum dan posisi tawar kreator.

Tidak ditemukan penelitian yang menilai model kerja
sama digital tersebut melalui dua perspektif normatif sekaligus,
yaitu hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Penelitian
terdahulu cenderung menggunakan pendekatan tunggal sehingga
belum menghadirkan evaluasi komprehensif terhadap kejelasan
akad, potensi garar dan tadlis, struktur klausula baku, serta
prinsip keadilan dan transparansi informasi dalam kerja sama
digital lintas platform. Di samping itu, pendekatan legal content
analysis terhadap Terms and Conditions TikTok dan Tokopedia
secara bersamaan belum pernah dilakukan, terutama dalam
konteks integrasi kelembagaan keduanya pasca kebijakan
regulatif terbaru. Penelitian ini berbeda dengan penelitian
sebelumnya karena memfokuskan pada keadilan kontraktual
dalam model kerja sama digital tiga pihak serta merumuskan
model kontrak kerja sama yang berkeadilan melalui integrasi

hukum positif dan hukum Islam.
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E. Kerangka Teori
Penelitian ini menggunakan pisau analisis berupa teori akad dan
ju‘alah, konsep kontrak baku dan perlindungan konsumen,
metode legal content analysis, serta integrasi prinsip hukum
positif dan hukum Islam dalam kontrak digital. Seluruhnya
dipakai untuk menilai keabsahan, kejelasan, dan keadilan model
kerja sama digital.
1. Akad
Akad merupakan instrumen normatif utama dalam fikih
muamalah yang berfungsi mengikat hubungan hukum
antarpara pihak dalam aktivitas ekonomi. Dalam kerangka
hukum Islam, akad tidak hanya dipahami sebagai kesepakatan
formal, tetapi sebagai mekanisme Syar‘i untuk memastikan
bahwa transaksi berlangsung berdasarkan prinsip kerelaan
(taradin), kejelasan, dan keadilan. Dengan demikian, akad
menjadi dasar legitimasi sekaligus pengendali etis dalam
setiap bentuk kerja sama ekonomi.®!

Secara konseptual, keabsahan akad tidak hanya diukur
dari terpenuhinya unsur formal seperti ijab dan gabul, tetapi
juga dari substansi hubungan hukum yang tercipta. Akad
dituntut mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban serta

keterbukaan informasi agar tidak melahirkan ketimpangan

31 Wahbah az-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Jilid 1V
(Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), him. 80.
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struktural antarpara pihak. Akad yang secara lahiriah sah dapat
dinilai bermasalah secara normatif apabila mengandung unsur
garar (ketidakpastian) atau tadlis (penyesatan), karena
bertentangan dengan prinsip keadilan muamalah.?

Dalam perspektif magdasid syari‘ah, konsep akad
berkaitan erat dengan tujuan perlindungan harta (kifz al-mal)
dan pencegahan kemudaratan (la darar wa la dirar). Oleh
karena itu, akad berfungsi sebagai kerangka evaluatif untuk
menilai apakah suatu hubungan kontraktual, termasuk kontrak
digital berbasis platform, telah memenuhi prinsip kejelasan,
proporsionalitas risiko, dan keadilan distribusi manfaat.

2. Akad Ju ‘alah

Akad ju ‘alah merupakan bentuk akad berbasis imbalan (ujrah)
yang diberikan atas keberhasilan pelaksanaan suatu pekerjaan
tertentu. Dalam fikih muamalah, ju ‘alah menempatkan hasil
pekerjaan sebagai titik utama perikatan, bukan proses atau
kepastian pelaksanaannya. Karakter ini menjadikan ju ‘alah

fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan transaksi yang

32 Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, Jilid III (Kairo: Dar al-Fath li al-
I‘lam al-‘Arabi, 1997), hlm. 136.

33 Muhammad Taqi ‘Usmani, An Introduction to Islamic Finance
(Karachi: Idarat al-Ma“arif, 2002), hlm. 64.



21

bersifat terbuka serta tidak sepenuhnya dapat ditentukan sejak
awal 3
Secara konseptual, ju‘alah berbeda dari akad
pertukaran biasa karena tidak mensyaratkan kepastian
pihak pelaksana maupun metode kerja secara rinci.
Selama objek pekerjaan dan besaran imbalan dinyatakan
secara jelas, ketidakpastian mengenai siapa dan
bagaimana pekerjaan dilakukan tidak serta-merta
menimbulkan garar yang dilarang. Oleh karena itu,
ju‘alah dipandang sah sepanjang ketidakpastian tersebut
tidak berimplikasi pada kerugian sepihak dan tetap berada
dalam batas kewajaran muamalah.

Dalam perspektif magasid syari‘ah, akad ju‘alah
mencerminkan prinsip kemanfaatan dan keadilan, karena
imbalan hanya diberikan apabila hasil yang disepakati benar-
benar tercapai. Skema ini menempatkan risiko secara
proporsional dan mencegah pembayaran atas pekerjaan yang
tidak menghasilkan manfaat nyata. Dengan demikian, ju ‘alah

dapat dijadikan kerangka evaluatif dalam menilai model kerja

3 Wahbah az-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Jilid 1V
(Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), him. 214.

3% Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, Jilid III (Kairo: Dar al-Fath li al-
[‘lam al-‘Arabi, 1997), him. 247.
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sama berbasis kinerja, termasuk praktik pemberian komisi
dalam transaksi dan platform digital.
3. Kontrak Baku
Kontrak baku merupakan bentuk perjanjian yang klausula-
klausulanya ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha dan
diberlakukan secara massal kepada pihak lain tanpa
memberikan ruang perundingan yang seimbang. Dalam
praktik, kontrak baku digunakan untuk efisiensi transaksi,
terutama dalam kegiatan usaha berskala besar dan berbasis
teknologi. Namun, karakter sepihak tersebut menempatkan
konsumen atau mitra usaha pada posisi tawar yang lemah
dalam menentukan isi perjanjian.3®

Secara konseptual, kontrak baku mencerminkan
pergeseran dari asas kebebasan berkontrak menuju pola
hubungan kontraktual yang bersifat adhesi. Kesepakatan
dalam kontrak baku sering kali bersifat formal dan prosedural,
sehingga persetujuan para pihak tidak selalu mencerminkan
kehendak bebas yang seimbang. Kondisi ini berpotensi
melahirkan ketimpangan hak dan kewajiban, terutama apabila

klausula kontrak memuat pengalihan tanggung jawab,

3% Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan
yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian (Jakarta: Institut Bankir
Indonesia, 1993), him. 66.
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pembatasan hak, atau ketentuan sepihak yang merugikan pihak
penerima kontrak.3’

Dalam perspektif hukum positif, keberlakuan kontrak
baku dibatasi oleh prinsip keadilan dan perlindungan terhadap
pihak yang lemah. Kontrak baku tidak dapat dijadikan sarana
pembenaran atas klausula yang meniadakan tanggung jawab
pelaku usaha atau menghilangkan hak-hak dasar konsumen.
Oleh karena itu, konsep kontrak baku berfungsi sebagai
kerangka analitis untuk menilai apakah suatu hubungan
kontraktual tetap berada dalam koridor keseimbangan dan
kepatutan, khususnya dalam transaksi digital dan platform
ekonomi modern.®
4. Integrasi Prinsip Hukum Positif dan Hukum Islam dalam

Kontrak Digital
Merupakan pendekatan normatif untuk menilai keabsahan dan
keadilan hubungan hukum dalam transaksi berbasis teknologi.
Hukum positif memberikan kerangka kepastian hukum
melalui pengaturan perjanjian, kontrak baku, dan perlindungan
konsumen, sedangkan hukum Islam menghadirkan dimensi

etis melalui prinsip keadilan, kejelasan, dan larangan praktik

37 Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), him. 39.

% Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan
Konsumen (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), him. 45.
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yang merugikan. Integrasi kedua sistem hukum ini bertujuan
memastikan bahwa kontrak digital tidak hanya sah secara
formal, tetapi juga adil secara substantif.

Secara konseptual, hukum positif menekankan asas
kebebasan berkontrak dan kepastian hukum, namun dalam
praktik kontrak digital sering kali dibatasi oleh penggunaan
kontrak baku yang bersifat sepihak. Dalam konteks ini, hukum
Islam melalui konsep akad berperan sebagai instrumen
korektif dengan menekankan keseimbangan hak dan
kewajiban, prinsip taradin, serta larangan garar dan tadlis.
Integrasi tersebut memungkinkan evaluasi terhadap klausula
kontrak digital yang secara formal sah, tetapi berpotensi
menciptakan ketimpangan struktural bagi pihak yang lebih
lemah.*

Dalam perspektif magasid syari ‘ah, integrasi hukum
positif dan hukum Islam diarahkan pada perlindungan harta
(hifz al-mal), pencegahan kemudaratan (/@ darar wa la dirar),
dan penciptaan maslahah dalam aktivitas ekonomi digital.
Oleh karena itu, kontrak digital idealnya dirancang tidak hanya

untuk efisiensi transaksi, tetapi juga untuk menjamin

39 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan
yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian (Jakarta: Institut Bankir
Indonesia, 1993), him. 21.

40 \Wahbah az-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Jilid 1V
(Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), him. 82.
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transparansi, proporsionalitas risiko, dan perlindungan hukum
yang efektif bagi seluruh pihak yang terlibat. Pendekatan
integratif ini menjadi kerangka analitis utama dalam menilai
model kerja sama berbasis platform digital.

Teori akad menjadi landasan normatif utama yang
menekankan keadilan, kejelasan, dan keseimbangan hak serta
kewajiban dalam setiap hubungan kontraktual. Akad ju‘alah
merupakan pengembangan dari konsep akad yang relevan untuk
menganalisis hubungan kerja sama berbasis imbalan atas hasil,
seperti skema komisi dalam kontrak digital. Kontrak baku
menggambarkan bentuk konkret perjanjian modern yang efisien
namun berpotensi menimbulkan ketimpangan struktural. Oleh
karena itu, teori kontrak baku berkaitan erat dengan perlindungan
konsumen sebagai mekanisme korektif untuk menjaga
keseimbangan dan mencegah klausula yang merugikan pihak
yang lemah.

Legal content analysis berfungsi sebagai pendekatan
metodologis yang mengintegrasikan seluruh teori tersebut dengan
menganalisis isi dan struktur klausula kontrak digital. Melalui
pendekatan ini, prinsip hukum positif dan hukum Islam dapat
dipadukan untuk menilai keabsahan formal sekaligus keadilan

substantif dalam kontrak digital.
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F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur atau tata cara yang

digunakan untuk melakukan suatu penelitian dalam rangka

memperoleh jawaban atas suatu permasalahan atau persoalan

yang diteliti. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis
normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian
hukum sebagai norma atau kaidah yang mengatur perilaku
manusia dalam masyarakat, dengan menitikberatkan pada
analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas
hukum, doktrin, serta konsep-konsep hukum yang relevan
dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini digunakan
untuk mengkaji keadilan kontraktual dalam model kerja sama
digital antara TikTok, Tokopedia, dan konten kreator melalui
analisis kontrak baku, ketentuan hukum positif di bidang
perdagangan melalui sistem elektronik, serta prinsip-prinsip
hukum Islam yang berkaitan dengan akad dan larangan garar

serta tadlis.**

41 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif
(Malang: Bayumedia, 2006), him. 295.
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2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dan preskriptif, yaitu
penelitian yang tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan
dan menganalisis ketentuan hukum serta praktik kontrak baku
dalam model kerja sama digital antara TikTok, Tokopedia,
dan konten kreator, tetapi juga memberikan argumentasi dan
rekomendasi normatif berupa perumusan model kontrak kerja
sama digital yang adil dan berimbang. Sifat preskriptif
digunakan untuk merumuskan solusi hukum berdasarkan asas
keadilan kontraktual dalam hukum positif dan prinsip-prinsip
hukum Islam, sehingga hasil penelitian tidak berhenti pada
pemaparan norma, melainkan menghasilkan konstruksi
hukum yang dapat dijadikan rujukan dalam praktik kerja
sama digital.*?

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi
pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan
pendekatan analisis isi hukum (legal content analysis).
Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah
ketentuan hukum positif yang mengatur kontrak baku,
perdagangan melalui sistem elektronik, dan perlindungan

hukum dalam kerja sama digital antara TikTok, Tokopedia,

42 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana,
2017), him. 133-135.
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dan konten kreator, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan
Konsumen, serta peraturan perundang-undangan terkait
perdagangan melalui sistem elektronik. Pendekatan
konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep dasar
keadilan kontraktual, keseimbangan hak dan kewajiban, serta
prinsip-prinsip akad dalam hukum Islam, termasuk larangan
gharar dan radlis, sebagai pisau analisis normatif terhadap
substansi kontrak.*®

Selanjutnya, legal content analysis digunakan untuk
menganalisis secara kualitatif klausula-klausula kontrak baku
yang tertuang dalam Terms and Conditions, Creator
Agreement, dan dokumen kerja sama digital lainnya, guna
menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan kontraktual
dalam hukum positif dan hukum Islam serta merumuskan
model kontrak kerja sama digital yang adil dan berimbang.
4. Sumber Data
Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan
yuridis normatif, sehingga sumber data yang digunakan terdiri
atas data primer, data sekunder, dan data tersier, dengan uraian

sebagai berikut:

43 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif
(Malang: Bayumedia, 2006), him. 310-312.
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a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dokumen
hukum utama yang menjadi objek kajian secara langsung,
yaitu kontrak baku kerja sama digital antara TikTok,
Tokopedia, dan konten kreator. Data primer tersebut berupa
Terms and Conditions, Terms of Service, Creator
Agreement. Dokumen-dokumen tersebut dianalisis sebagai
satu kesatuan norma kontrak baku yang mengatur
hubungan hukum para pihak dalam model kerja sama
digital.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data hukum pendukung
yang digunakan untuk menelaah dan menganalisis data
primer. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari
peraturan perundang-undangan, fatwa, dan dokumen
hukum normatif yang relevan dengan objek penelitian.
Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Peraturan

Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan
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Melalui Sistem Elektronik, serta peraturan lain yang
berkaitan dengan kontrak baku dan perdagangan digital.
Selain itu, sumber data sekunder juga meliputi fatwa
Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-
MUI) yang berkaitan dengan akad dan kerja sama usaha,
seperti fatwa tentang wakalah, ju ‘alah, dan prinsip-prinsip
akad dalam mu‘amalah, yang digunakan sebagai dasar
normatif dalam menilai kesesuaian kontrak baku kerja sama
digital dengan hukum Islam. Data sekunder juga diperoleh
dari buku teks hukum, jurnal ilmiah, tesis, disertasi, dan
artikel akademik yang membahas hukum kontrak, keadilan
kontraktual, kontrak baku, hukum perlindungan konsumen,
serta prinsip-prinsip figh mu ‘amalah.
c. Sumber Data Tersier
Sumber data tersier atau bahan hukum penunjang
merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan
penjelasan tambahan terhadap data primer dan data
sekunder. Data tersier dalam penelitian ini meliputi kamus
hukum, ensiklopedia hukum, kamus istilah ekonomi dan
hukum Islam, serta sumber penunjang lain yang relevan

dengan permasalahan penelitian.
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5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan
melalui studi dokumen, yaitu pengumpulan data sekunder
berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan
bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digali dalam
penelitian ini berupa dokumen kontrak baku kerja sama digital,
yang meliputi Terms and Conditions, Terms of Service,
Creator Agreement, di samping ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan kontrak,
perlindungan konsumen, dan perdagangan melalui sistem
elektronik sebagai bahan pendukung analisis.

Pengumpulan data juga dilakukan melalui studi
kepustakaan, yaitu dengan menelusuri bahan hukum sekunder
dan bahan hukum tersier berupa buku teks hukum, jurnal
ilmiah, tesis, disertasi, artikel akademik, serta literatur figh
mu ‘amalah untuk menggali pendapat para ahli mengenai
keadilan kontraktual, kontrak baku, dan konsep akad dalam
hukum Islam. Selain itu, penelitian ini turut menganalisis
kasus-kasus hukum dan praktik kontraktual yang relevan
dalam kerja sama platform digital sebagai kajian ilustratif,
guna memperkuat analisis normatif terhadap penerapan
prinsip keadilan kontraktual dalam model kerja sama digital

antara TikTok, Tokopedia, dan konten kreator.
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6. Teknik Analisis Data

penelitian ini dilakukan secara kualitatif-normatif dengan
menggunakan legal content analysis. Analisis dimulai dengan
mengidentifikasi dan mengklasifikasikan klausula-klausula
dalam kontrak baku kerja sama digital antara TikTok,
Tokopedia, dan konten kreator yang tercantum dalam Terms
and Conditions, Terms of Service, dan Creator Agreement.
Selanjutnya, klausula-klausula tersebut dianalisis dengan
mengaitkannya pada ketentuan hukum positif yang relevan,
khususnya prinsip kontrak baku, perlindungan konsumen, dan
perdagangan melalui sistem elektronik. Pada tahap berikutnya,
analisis dilakukan dengan menggunakan perspektif hukum
Islam melalui pengujian kesesuaian klausula kontraktual
dengan prinsip-prinsip akad dalam figh mu ‘amalah, termasuk
kejelasan objek dan imbalan, keseimbangan hak dan
kewajiban, serta potensi adanya unsur garar dan tadiis. Hasil
analisis tersebut kemudian disintesiskan untuk menilai tingkat
keadilan kontraktual dan menjadi dasar dalam merumuskan
model kontrak kerja sama digital yang ideal, adil, dan selaras

dengan ketentuan hukum positif dan hukum Islam.
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G. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan pembahasan dan memberikan gambaran
menyeluruh mengenai isi tesis ini, sistematika penulisan disusun
sebagai berikut:

BAB |, menguraikan latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka,
kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan
tesis secara keseluruhan.

BAB I, meliputi konsep akad dalam fikih muamalah,
teori akad ju'alah, konsep kontrak baku dan perlindungan
konsumen dalam hukum positif, serta integrasi prinsip hukum
positif dan hukum Islam dalam kontrak digital. Kajian teori
tersebut akan digunakan untuk menganalisis masalah yang
diangkat dalam penelitian ini.

BAB IlI, berfokus pada kondisi praktik kerja sama digital
secara umum Yyang dilakukan oleh ketiga pihak. Lingkup ini
membahas mekanisme kerja sama digital, sistem komisi, hak dan
kewajiban para pihak sesuai perjanjian baku, serta kebijakan
sanksi terhadap kreator.

BAB 1V, menjelaskan hasil analisa pembahasan yang
menjadi tiga sub bab, pertama yaitu analisis keadilan kontraktual
dalam perspektif hukum positif Indonesia, kedua analisis

kesesuaian dengan prinsip akad dalam hukum Islam dan ketiga
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merumuskan model kontrak kerja sama tiga pihak yang ideal dan
berkeadilan.

BAB V, memaparkan penutup yang memuat kesimpulan dan
saran. Pada bab ini akan diberikan ringkasan jawaban terhadap
rumusan masalah penelitian beserta saran-saran penulis terkait
dengan penelitian yang dilakukan dan saran yang dapat dijadikan
usulan yang diberikan penulis kepada pihak-pihak terkait yang

memiliki kewenangan dan berkaitan dengan penelitian ini.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang mendalam
terhadap model kerja sama tiga pihak antara TikTok Shop,
Tokopedia, dan Konten Kreator, dapat disimpulkan beberapa hal
pokok sebagai berikut.

1. Dari perspektif hukum positif, model kerja sama yang
berlangsung didominasi oleh kontrak baku sepihak yang
menimbulkan ketidakadilan substantif. Klausul-klausul
yang memberikan hak perubahan sepihak, pembatasan
tanggung jawab platform, serta mekanisme penyelesaian
sengketa yang tidak seimbang, bertentangan dengan
Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan asas itikad
baik. Status hukum kreator yang ambigu antara konsumen
dan pelaku usaha dan ketidakpastian imbalan akibat
algoritma yang tidak transparan, mengakibatkan
kekosongan perlindungan hukum yang sistematis.

2. Dalam perspektif hukum Islam, pola kerja sama ini secara
substantif ~ mendekati akad  ju’alah. Namun,
implementasinya menjadi fasid (rusak) akibat mengandung
unsur garar dan jahalah yang signifikan, terutama dalam hal

objek imbalan dan faktor yang mempengaruhi
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pencapaiannya. Ketidakseimbangan hak dan kewajiban
serta klausul sepihak bertentangan dengan prinsip kerelaan
dan keadilan, sehingga belum memenuhi tujuan magasid
syart‘ah, khususnya dalam menjamin hifz al-mal
(perlindungan harta) kreator.

3. Temuan analitis menunjukkan bahwa model kontrak kerja
sama TikTok-Tokopedia-kreator saat ini belum memenubhi
prinsip keadilan kontraktual karena klausul baku sepihak
dan ketidakpastian algoritma. Berdasarkan sintesis hukum
positif dan Islam, penelitian ini merumuskan model kontrak
syirkah modifikasi yang menyeimbangkan hak dan
kewajiban melalui pengakuan status kreator sebagai mitra,
kepastian komisi, dan mekanisme sengketa Yyang
terjangkau."”

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya
mengidentifikasi ketimpangan dalam praktik kontrak digital,
tetapi juga menawarkan solusi normatif-teoretis yang integratif
dan aplikatif, yang diharapkan dapat mewujudkan ekosistem
digital yang berkeadilan, berkelanjutan, dan selaras dengan nilai-

nilai hukum Indonesia serta prinsip muamalah Islam.
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B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disampaikan saran-saran

strategis sebagai berikut:
1. Bagi Pemerintah dan Regulator
Berdasarkan temuan penelitian, pemerintah perlu segera
menerbitkan regulasi khusus yang melarang klausul sepihak
dalam kontrak digital dan mewajibkan transparansi algoritma.
Selain itu, pengawasan oleh KPPU dan Ditjen Perlindungan
Konsumen terhadap praktik dominasi platform juga perlu
diperkuat untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih adil.
2. Bagi Pelaku Usaha
Bagi pelaku usaha digital, platform seperti TikTok dan
Tokopedia perlu secara proaktif merevisi Terms of Service
dengan menghapus klausul arbitrase internasional yang
memberatkan dan memberikan kepastian mengenai besaran
serta waktu pencairan komisi. Secara paralel, konten kreator
didorong untuk membentuk asosiasi guna memperkuat posisi
tawar kolektif dan secara berkelanjutan meningkatkan literasi
hukum terhadap kontrak digital yang mereka tandatangani.
3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya
Diperlukan pengembangan model syirkah kontemporer yang
dapat mengakomodasi kontribusi non-finansial seperti

kreativitas, keterampilan, dan pengaruh (influence) dalam
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ekonomi digital. Selain itu, studi implementasi terhadap model
kontrak ideal yang diusulkan dalam penelitian ini perlu
dilakukan untuk menguji efektivitas dan aplikabilitasnya

dalam praktik.
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